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Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis 
mengenai : (1) Bagaimanakah bentuk tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah 
tangga. (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong terjadinya tindakan 
kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga; dan (3) Bagaimanakah upaya 
perlindungan hukum terhadap isteri korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. 
Jenis penelitian adalah penelitian survey. Sumber data adalah beberapa 
informan kunci yang terdiri dari beberapa pengurus Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Makassar sebanyak 7 
orang serta semua isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang 
ditangani LBH-APIK Makassar sebanyak 19 orang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimanakah bentuk tindakan 
kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga antara lain: a) kekerasan fisik; b) 
kekerasan psikis; c) kekerasan ekonomi; dan d) kekerasan seksual. Faktor-faktor 
penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga antara lain: a) 
faktor kebiasaan memperlihatkan kebiasaan buruk (praktik kekerasan di depan anak) 
yang menjadi contoh ketika anak tersebut berkeluarga; b) faktor minuman keras; c) 
pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak proporsional; d) faktor ekonomi; e) faktor 
adanya campur tangan pihak ketiga; f) serta faktor  istri tidak dapat memberikan 
anak/keturunan. Upaya perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban tindak 
kekerasan dalam rumah tangga, antara lain dengan cara mediasi yang melibatkan 
tokoh masyarakat, tokoh agama serta pihak keluarga dari kedua belah pihak dan jalur 
hukum (litigasi) yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai 
pendamping dalam proses penyelesaian di Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama 











A. Latar Belakang 
Rumah tangga mempunyai nilai yang sangat agung, karena dalam rumah 
tanggalah individu-individu dibina sejak awal untuk menjadi generasi rabbani yang 
diharapkan menjadi pejuang kebenaran (khalifah fi al-ardhi). Rumah tangga atau 
Keluarga di sini diartikan sebagai satu kesatuan anggota famili yang terdiri dari ibu 
(isteri), bapak (suami), dan anak. 
Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang diletakkan pada 
para anggotanya. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan 
seorang isteri berperan sebagai ibu rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala 
rumah tangga karena ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah 
untuk seluruh anggota rumah tangga. Di samping itu, ia juga diberi tanggung jawab 
untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut 
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, agama, 
bangsa dan negara. 
Karena kedua hal tersebut (sebagai suami dan kepala rumah tangga), maka ia 
memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan 
keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi lain, isteri bertanggung jawab 
untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Dalam menjalankan peran dan fungsi masing-
masing, suami harus melindungi isterinya, sementara isteri harus patuh pada suaminya 
sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala 
rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami-isteri tersebut tidak lain bersumber 
pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, 
yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki 
kemampuan lebih dibandingkan perempuan. 
Maka dari itu kedurhakaan dan ketidaktaatan isteri terhadap suaminya 
dianggap sebagai gangguan atas stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan dapat 
merusak integritas rumah tangga mereka. Masalah kekerasan dalam rumah tangga hampir 
terjadi di setiap wilayah Indonesia. Kekerasan yang terjadi merupakan masalah serius 
yang sulit diungkap antara lain kerena: pertama, cukup banyak pihak yang menganggap 
hal tersebut adalah lumrah saja bahkan merupakan bagian dari pendidikan yang 
dilakukan suami terhadap isteri. Kedua, konflik dalam keluarga sangat sering dilihat 
sebagai masalah internal. 
Akibatnya banyak perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga 
yang menyerah kepada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, dan menyakini 
bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik.  
Kekerasan, dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi kosa kata paling 
populer di tengah-tengah peradaban global. Akan tetapi, kekerasan lebih banyak 
dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bahkan kekerasan itu dilakukan oleh suami 
terhadap isterinya. Tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga sudah 
berlangsung sejak lama, dan terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan etnis di dunia. 
Hal ini dapat diketahui dari berbagai media massa, baik melalui surat kabar maupun 
melalui hasil penelitian para pemerhati masalah perempuan bahwa kekerasan terhadap 
perempuan dewasa ini makin meningkat. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus 
kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.  
Sebuah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk 
Keadilan (LBH-APIK) yang menangani kasus-kasus perempuan telah mencatat bahwa 
pada akhir tahun 2005 sebanyak 464 kasus keluarga yang menimpa kaum perempuan 
terungkap, 395 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga.
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Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada 
kekuasaan.  
Banyak isteri yang menjadi korban tindak kekerasan, tidak menggunakan 
haknya menuntut tindakan suami secara hukum padahal telah ada Undang-Undang No. 
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal yang 
menyebabkan perempuan bertahan terhadap kekerasan yang dialaminya di dalam 
perkawinan adalah adanya rasa takut kepada suami akan berbuat lebih kejam lagi apabila 
isteri mengadu pada pihak lain, dan biasanya juga isteri yang mengalami penganiayaan 
dari suami merasa malu apabila orang lain tahu karena mempunyai suami yang 
berprilaku buruk.  
Kekerasan terhadap isteri merupakan masalah yang menonjol di Indonesia, 
namun sejauh ini belum banyak upaya yang dilakukan agar korban tindak kekerasan 
terhadap isteri bisa dilindungi baik oleh lembaga-lembaga di masyarakat maupun oleh 
hukum formal yang ada. 
Berdasarkan permasalah yang dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa 
masalah pokok yang merupakan landasan dalam kajian skripsi ini adalah: sejauhmana 
upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban tindak kekerasan dalam rumah tangga 
menurut UU. No. 23 Tahun 2004? 
                                                          
1
 Ratna Batari Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah tangga (Jakarta: Lembaga 
kajian Agama dan Gender,1999),h.38. 
B. Rumusan Masalah 
Bertolak pada masalah pokok tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa sub 
masalah sebagai berikut: 
1.  Bagaimana bentuk tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga? 
Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan terhadap 
isteri dalam rumah tangga? 
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban tindak kekerasan 
dalam rumah tangga? 
C. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah pokok tertentu. Hipotesis 
atau jawaban sementara yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: 
1. Bentuk tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga yaitu kekerasan 
fisik dan non fisik serta kekerasan seksual. 
2. Faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan terhadap 
isteri dalam rumah tangga biasanya terjadi karena masalah ekonomi yang tidak 
mencukupi dan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. 
3. Upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban tindak kekerasan dalam rumah 
tangga yaitu dengan cara mediasi yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat dan 
pihak keluarga kedua belah pihak,dan biasanya juga dibantu oleh Lembaga 
Bantuan Hukum apabila kasusnya sampai pengadilan. 
D. Pengertian Judul 
Judul skripsi ini adalah “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004”, dan untuk memahami 
judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian kata-kata atau 
istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 
Kata “Analisis” artinya, 1) proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang 
berangkat dari dugaan akan kebenarannya. 2) penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya. 
Kata “Hukum” artinya, 1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau 
adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara). 2) undang–undang, 
peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3) patokan (kaidah, 




Kata “Korban” artinya sesuatu (orang) yang menjadi penderita karena dikenai 
perbuatan atau kejadian. 
Kata “Kekerasan” artinya, perbuatan yang sewenang-wenang dengan mengandalkan 
fisik. 
Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 
2 (dua) kata yaitu kekerasan dan perempuan. Kata kekerasan mengarah pada sebuah situasi 
yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek negatif, baik fisik, psikis, ekonomi maupun 
seksual. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk 
perilaku yang kasar, keras dan penuh kekejaman dalam bentuk fisik, sehingga bentuk 
perilaku oprasif lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dihitung 
sebagai suatu bentuk kekerasan
3
.  
                                                          
2
 Ibid., hal. 167. 
3
Ibid., h. 27 
 Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal           maupun 
non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau 
sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan 
psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. 
 Dalam KUH Pidana, jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 
351 KUHP yang dikenal dengan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka.
4
  
 Kata „perempuan‟ diambil dari bahasa sansekerta yang berasal dari kata “empu” yang 




Sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama yang 
berasal dari bahasa latin yang berarti kantung susu yang tidak dimiliki oleh lelaki. Pada 




Berdasarkan Beijing of Action Nomor 113
7
  disebutkan bahwa: 
Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender 
yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual 
atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan 
tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. 
 
Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah 
tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan 
perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. 
                                                          
4
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981/Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP),h.237. 
5
  Drs. Ahmad A.K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; (Reality Publisher,2006),h.223. 
6
 Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan; (Bandung : 
Alumni),h.266. 
7
 Apung Herlina, Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Kerja; (Jakarta : Pusat kajian 
Wanita,1998),h.54. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 
a. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. 
b. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kekerasan 
terhadap isteri dalam rumah tangga. 
c. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap isteri korban tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 
a. Untuk menambah/memperkaya koleksi karya-karya ilmiah yang dapat 
dijadikan sebagai literatur atau acuan bagi yang ingin memperkaya wawasan 
mengenai masalah yang dibahas skripsi ini. 
b. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk lebih mengoptimalkan 
pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi 
korban kekerasan dalam rumah tangga. 
c. Dapat menambah pengetahuan, wawasan keilmuan serta memberikan 
pengalaman khususnya mengenai; a) bentuk-bentuk tindakan kekerasan 
terhadap isteri dalam rumah tangga; b) faktor-faktor penyebab; serta c) upaya 
perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap isteri korban tindak 
kekerasan dalam rumah tangga. 
 
 
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Garis-garis besar skripsi ini merupakan gambaran secara umum tentang uraian 
skripsi, agar dapat memberikan bayangan kepada para pembaca. Adapun pokok-pokok 
pembahasannya sebagai berikut : 
Pada bab pertama, merupakan pendahuluan, meliputi penguraian latar belakang 
masalah, batasan dan rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tujuan dan kegunaan 
penelitian serta garis besar isi skripsi. 
Pada bab kedua, berisi tinjauan umum yang membahas tentang arti dan makna 
kekerasan terhadap perempuan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebab-sebab 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. 
Pada bab ketiga, berisi metodologi penelitian mulai dari jenis penelitian, gambaran 
lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan terakhir 
analisis data. 
Pada bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu: bentuk tindak 
kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri 
dalam rumah tangga, dan upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam 
rumah tangga. 
Sedangkan pada bab kelima yang merupakan bab penutup hanya memuat tentang 
kesimpulan dari seluruh isi skripsi, penulis juga memaparkan beberapa argumen yang 





TINJAUAN UMUM  
 
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi antar sesama manusia telah bermula 
sejak manusia itu ada di muka bumi. Hal itu tetap terjadi pada masa kini dan mungkin sekali 
tetap berlangsung di masa mendatang. Ditinjau dari segi tempat terjadinya, kekerasan 
terhadap perempuan terjadi dalam lingkungan suatu rumah tangga atau di luar lingkungan 
rumah tangga. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan terhadap perempuan dalam 
lingkungan rumah tangga dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama 
dewasa (suami isteri), dan orang dewasa terhadap anak (orang tua terhadap anak dan 
sebaliknya). Sedangkan di luar lingkungan rumah tangga kekerasan tersebut dapat dilakukan 
pria maupun sesama perempuan
8
. 
1. Arti dan Makna Kekerasan Terhadap Perempuan 
Pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kalimat yang terdiri dari 
2 (dua) kata yaitu kekerasan dan perempuan. Kata kekerasan mengarah pada sebuah situasi 
yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek negatif, baik fisik, psikis, ekonomi maupun 
seksual. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk 
perilaku yang kasar, keras dan penuh kekejaman dalam bentuk pisik, sehingga bentuk 
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perilaku oprasif lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak dihitung 
sebagai suatu bentuk kekerasan
9
. 
Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non 
verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau 
sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan 
psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Menurut John Galtung, bahwa kekerasan 
adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas potensialnya
10
. Dalam KUH 
Pidana, jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUHP yang 
dikenal dengan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka. Dari beberapa 
pengertian di atas, memberikan gambaran bahwa semua manusia dalam menjalani kehidupan 
di dunia ini akan mengalami tindakan kekerasan, dan yang biasanya yang menjadi korban 
kekerasan adalah perempuan. 
Kata „perempuan‟ diambil dari bahasa sansekerta yang berasal dari kata “empu” yang 
artinya tukang membuat sesuatu dan biasanya ahli membuat sesuatu adalah sosok yang suci 
dan penuh ilmu. Sementara itu makna yang sama dengannya adalah kata wanita, ibu, mama 
yang berasal dari bahasa latin yang berarti kantung susu yang tidak dimiliki oleh lelaki. Pada 




Kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh pria, yang pasti sejak manusia ada 
dimuka bumi ini. Tentu tidak semua perempuan mengalami perlakuan kasar dan kejam dari 
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 Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cet. I; 
Bandung: Alumni, 2000), h. 266 
pria. Menurut Tapi Omas Ihromi, terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri 
bahwa tindakan tersebut adalah: 
a. Dapat berupa fisik dan non fisik. 
b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif. 
c. Dikehendaki oleh pelaku. 




Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah 
tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan 
perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan terhadap perempuan tumbuh 
sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia dan menjadi perhatian dunia internasional 
sejak tahun 1975 lewat konvensi PBB mengenai wanita di Mexico. Selanjutnya tahun 1979, 
PBB mengesahkan Konvensi Persamaan Derajat dan Hak-Hak Wanita, dan Declaration of 
Human Rights tahun 1993 dalam pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap wanita 
sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  
Dari hasil konvensi PBB pada Tahun 1993 dan Deklarasi penghapusan Tindak 
Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa: 
“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang 
berbasis jender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau 
penderitaan fisik, seksual, atau psikologi terhadap perempuan, termasuk ancaman, 
paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun 
domestic”.13 
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Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil 
konfrensi perempuan sedunia IV di Beijing 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan 
diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan jender. Harkrisnowo mendefinisikan 
bahwa “kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada 
perempuan hanya kerena mereka perempuan.
14
 
Berdasarkan Beijing of Action Nomor 113 disebutkan bahwa: 
“Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender 
yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual 
atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan 
tindakan tersebut dalam kehidupan masayarakat dan pribadi”.15   
Makhluk Tuhan yang berjenis kelamin perempuan rentan terhadap semua bentuk 
kekerasan, karena posisinya yang lemah (atau karena sengaja dilemahkan), baik secara sosial, 
ekonomi, maupun politik. Persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sangat kompleks 
berdampak pada timbulnya kekerasan yang sama terhadap perempuan lain, anak-anak, 
masyarakat, bahkan negara. Kekerasan terhadap perempuan bisa muncul karena tindak 
kekerasan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perempuan 
berada pada posisi termarjinalkan. Berdasarkan beberapa arti dan makna kekerasan terhadap 
perempuan yang telah dikemukakan di atas, maka menurut Moore, bahwa kekerasan terhadap 
perempuan adalah: 
a. Setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan 
pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut 
mengakibatkan kerugian dan penderiataan terhadap perempuan dalam hidupnya, 
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baik secara fisik, psikis maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, 
paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam 
kehidupan individu, keluarga bermasyarakat, maupun bernegara; 
b. Setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan 
kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. 
Termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan 
secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan 
pribadi (Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 
Perempuan); 
c. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya 
harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat; 
d. Perilaku yang muncul sebagai akibat adanya banyangan tentang peran identitas 
berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan 
yang dapat dimilikinya. Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan 
fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk 
mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain.
16
  
Menurut Moore bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai 
fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik maupun moral.
17
 Menurut laporan 
khusus PBB oleh UN Special Rapporteur Violence Against Women, kekerasan terhadap 
perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan, didefinisikan sebagai: 
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“All acts involved in the recrutment and / or transportasion of woman (or a girl) 
within and across national borders for work or service by men’s or violence, abuse 
of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coecion 
(segala tindakan yang melibatkan perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan 
anak-anak perempuan, di dalam negeri ataupun di dalam negeri untuk bekerja atau 
memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan 
wewenang, perbudakan, penipuan, atau lewat bentuk- bentuk kekerasan atau 
pemaksaan lainnya)”.18 
Dari beberapa definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap 
perempuan tidak hanya terbatas pada hak- hak sebagai berikut: 
a. Pemukulan,  penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan 
dalam rumah tangga, perkosaan dalam hubungan perkawinan, praktik- praktik 
tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi. 
b. Perkosaan, pelecahan dan ancaman seksual ditempat kerja dan di lingkungan 
pendidikan, perdagangan perempuan serta eksploitasi wanita dengan 
mempekerjakan sebagai pekerja seks komersial. 
c. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh 
negara dimanapun terjadinya (Pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 
dan telah diadopsi oleh PBB.
19
  
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga 
Kekerasan terhadap perempuan yang paling menyedihkan apabila terjadi di dalam 
lembaga perkawinan, lembaga yang menurut pandangan bangsa Indonesia adalah lembaga 
sakral, menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan terhadap perempuan. Harus 
diakui, bahwa di dalam perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan atau penyiksaan yang 
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dialami oleh isteri yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, bukan hanya kekerasan fisik 
yang dialami isteri, tetapi juga terjadi kekerasan psikis yang membuat isteri sangat menderita. 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Rifka 




a. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 23 
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pengertian dasar dari kekerasan 
fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan 
pada perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang 
tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal. 
Hukuman fisik pada perempuan memang umumnya tidak diterima dalam 
masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan 
perilaku perempuan. Batasan identitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena 
dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila 
didapati beberapa luka memar lama atau baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan 
adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan 
dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau 
menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat 
ringannya luka yang timbul. 
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b. Kekerasan Pisikis 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan 
atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam suatu rumah tangga kekerasan 
psikis dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar 
terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang. 
Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada 
kekerasan fisik. 
c. Kekerasan Ekonomi 
Kekerasan ekonomi dapat berbentuk suami mengontrol hak keuangan isteri, 
memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta 
tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabisi uang isteri
21
. Seorang suami 
dilarang menelantarkan isterinya, ia wajib memberikan kehidupan, perwatan atau 
pemeliharaan kepada kepada isterinya. Penelantaran berlaku bagi suami yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang 
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar ruamah sehingga isteri berada di 
bawah kendali suaminya. 
 
d. Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap 
perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan 
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hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual bagi 
perempuan bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka. 
Kekerasan seksual dapat berbentuk suami memaksa isteri melakukan 
hubungan seksual pada saat isteri tidak siap karena lelah, sakit, haid, atau sebab 
lainnya. Suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak 
disukai oleh isteri, atau memaksa isteri melacur atau hubungan seksual dengan orang 
lain. 
Dalam buku yang ditulis oleh zaitun subhan juga dikemukakan bahwa tindak 
kekerasan terhadap perempuan menurutnya. pada dasarnya dapat dibagi dalam dua 
kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik.
22
 Kekerasan fisik antara 
lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, 
pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk dalam kategori ini adalah teror 
dan intimidasi, kawin paksa (kawin di bawah umur), inces, kawin di bawah tangan, 
komersialisasi perempuan, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat 
konstrasepsi. Sedangkan kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, 
seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, 
direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (isteri yang) ditinggal suami tanpa 
kabar berita. 
Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan 
kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah 
bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik bentuk fisik maupun non 
fisik, keduanya menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental 
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seseorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan 
keilmuan medis, melainkan melingkupi segala aspek kehidupan. 
Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, 
melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika- moral, kesehatan, serta sosial 
budaya, politik, dan, latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bisa dialami 
oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, di mana mereka 
merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik 
dalam keluarga, sekolah/tempat pendidikan, masyarakat, bahkan badan hukum. 
Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, anak perempuan lebih banyak menjadi 
korban, baik fisik maupun non-fisik. Tindak kekerasan ini bisa muncul dalam bentuk 




3. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau 




a. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang 
mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini 
dibuktikan dengan realitas dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah 
melakukan tindakan kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. 
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Alasan yang disampaikan pelaku hampir selalu hanya didasarkan pada asumsi 
dirinya atau permainan bayang- bayang pikirannya saja, bahkan tidak jarang dia 
justru mengingkari telah berbuat jahat dan tidak terhormat. Lebuh lagi jika 
pelaku menganggap tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan 
mesum atau perkosaan misalnya. Sehingga ketika dihadapan jaksa dia menolak 
tuduhan bahwa dia telah melakukan perkosaan. 
b. Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. 
Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban 
kekerasan. Ketidak berpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan subtansi 
hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, 
bahkan justru belum adanya subtansi hukum yang mengatur nasib bagi korban 
kekerasan, yang umumnya dialami perempuan. 
Dari beberapa penyebab di atas kita dapat melihat bahwa kekerasan yang terjadi 
adalah akibat adanya relasi kekuatan yang tidak seimbang baik relasi gender, kelas sosial, 
etnis, ras, maupun kenegaraan. Di sisi lain, kekerasan terhdap perempuan tampaknya sudah 
mengakar dan menjadi sistem yang sedemikian mapan, sehingga hampir tidak terlihat 
eksistensi kekerasan yang selalu dihadapi perempuan. Apalagi di era reformasi ini, kekerasan 
dengan paradigma politik. Berbagai pihak seakan ikut berperan dalam melembagakan 
kekerasan dan menjadi sesuatu yang biasa. 
Selain budaya patriarkhi yang masih sangat kuat, ada budaya yang juga menjadi 
kendala, yaitu “budaya diam”. Perempuan pada umunya lebih memilih untuk diam, tidak 
menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada orang lain. Sementara itu, mereka 
umumnya masih berpegang pada nilai-nilai ketergantungan, kurangnya kemandirian mereka, 
dibalik kekuasaan yang tidak seimbang karena budaya pitriarkhi, sehingga status sosial, 
kelas, dan ekonomi mereka menjadi lemah. Diasamping minimnya akses perempuan terhadap 
informasi, karena tidak adanya dukungan masyarakat, pers, media cetak/elektronik, bahkan 
situasi politik negara.         
4. Hak-Hak Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga 
Isteri adalah amanah, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam 
dirinya melekat, martabat dan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945, konvensi 
PBB serta UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeransan Dalam Rumah. Dalam 
konteks kehidupan sosial, isteri berhak atas kelangsungan hidup serta berhak atas 
perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 
kebebasan. 
Seorang isteri yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, sangat 
membutuhkan rasa aman. Oleh sebab itu, rasa aman harus diberikan kepada korban antara 
lain dengan memberdayakan dirinya agar berani mengamankan dirinya sendiri bila memang 
mendesak
24
 (Purniati, 1998:12). 
Beberapa upaya yang dapat dilakukan yang mengalami kekerasan dalam rumah 
tangga menurut Purniati, antara lain:  
a. Menyimpan uang seadanya/secukupnya. Hal ini dimaksudkan jika suatu ketika 
harus pergi dari rumah, maka ada bekal untuk membiayai hidup selama dalam 
masalah tersebut. 
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b. Mengetahui rute perjalanan angkutan umum. Hal ini penting agar isteri korban 
kekerasan dapat segera menyelamatkan diri jika tak tahan lagi di rumah dengan 
perlakuan suami seperti itu. 
c. Menelpon anggota keluarga atau polisi sekalipun untuk membantu 
menyelesaikan kasus tersebut. Meminta perlindungan keluarga, sahabat atau 
polisi adalah wajar dan logis yang semuanya demi keamanan diri dan anak-
anaknya. Bagaimanapun juga keterlibatan polisi sangat dibutuhkan, karena 
peristiwa penganiayaan merupakan pelanggaran hukum apalagi penganiayaan 
dengan kekerasan. Keberanian untuk menghubungi polisi adalah sesuatu yang 




Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga secara jelas diatur jika isteri mengalami tindak kekerasan dalam rumah 
tangga, maka korban berhak mendapatkan: 
a. perlindungan dari pihak keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, 
lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses 
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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e. pelayanan bimbingan rohani.26 
5. Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM 
Undang-undang yang mengatur masalah kekerasan terhadap perempuan harus 
dijabarkan oleh pemerintah daerah. Pada Tanggal 25 November 1981, di berbagai negera 
terjadi gelombang aksi buruh. Para pekerja itu, menuntut adanya perbaikan dan perubahan 
upah serta kondisi kerja. Dalam aksi tersebut, ribuan buruh perempuan ikut turun ke jalan. 
Pada saat itulah, para aktivis LSM perempuan menetapkan setiap 25 November sebagai hari 
penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, pada tanggal tersebut juga selalu 
diperingati sebagai  'Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 
Di Indonesia, selama 10 tahun peringatan hari tersebut tidak dilakukan secara 
terbuka, dan terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pasalnya, salah satu sayap 
organisasi wanita Partai Komunis Indonesia (PKI), yaitu Gerwani, dilarang oleh pemerintah. 
Sehingga peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, gaungnnya sempat hilang. 
Setelah organisasi tersebut hilang, maka sekitar tahun 1994, peringatan hari tersebut kembali 
menggema. Bahkan, pemerintah mulai ikut memperingati hari tersebut setiap tahunnya. 
Peringatan tersebut akhirnya ditetapkan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Peringatan 16 hari itu, dimulai pada 25 November hingga 10 Desember. Selama 16 
hari, LSM dan organisasi perempuan berharap, berbagai bentuk kekerasan bisa dihapuskan, 
dan negara mau bertanggungjawab memperhatikan hari bagi kaum perempuan itu. Menurut 
Direktur Eksekutif Institut Perempuan (IP), R Valentina Sagala, bahwa 16 hari anti kekerasan 
terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan 
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merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia
27
. Kasus kekerasan terhadap perempuan 
setiap tahunnya selalu meningkat. Tanpa penyadaran terdahap masyarakat, tutur dia, maka 
angka itu bisa terus bertambah.''Data kasus kekerasan ini, kemungkinan angkanya lebih 
banyak dari yang dilaporkan. Karena masyarakat biasanya enggan melaporkan. Saat ini, 
pihaknya belum memiliki data jumlah kekerasan di Jabar. Namun, kata dia, sebagai 
gambaran data kekerasan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari berbagai 
organisasi peyedia layanan korban kekerasan di Indonesia, angkanya menunjukkan 
peningkatan selama tiga tahun terakhir ini. Yaitu, pada tahun 2001 tercatat 3.169 perempuan 
mengalami kekerasan, tahun 2002 naik 63 persen menjadi 5.163.
28
 
Sedangkan pada 2003, lanjut Valentina, angka tersebut naik menjadi 5.934 kasus. 
Dari keseluruhan angka tersebut, ujar dia, yang paling banyak adalah kasus kekerasan dalam 
rumah tangga, sebanyak 2.025 kasus (75%). Kekerasan terhadap anak perempuan, kata dia, 
sebanyak 389 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanayk 266 kasus, dan kekerasan dalam 
keluarga lainnya sebanyak 23 kasus. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
itu, sambung Velentina, di setiap daerah jumlahnya merata. Jadi, tidak ada daerah yang 
angkanya menonjol di bandingkan daerah lain. Untuk Jabar sendiri, tercatat pada 2003 terjadi 
kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 232 kasus. 
Menurut Velentina, bahwa “pada umumnya, pelaku kekerasan terhadap perempuan 
dan anak itu pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. 
Misalnya, suami, pacar, ayah, kakek, dan paman”29. Pemerintah mulai konsen pada masalah 
perempuan. Itu dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang 
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Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Undang-undang itu, mengatur bentuk 
kekerasan terhadap istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga. Namun, pemerintah daerah 
belum menjabarkan undang-undang tersebut secara konkret. Misalnya, dengan membuat 
peraturan daerah (Perda). Padahal, dalam undang-undang itu secara tegas mengatakan 
pemerintah provinsi dan kota/kabupaten harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat 
untuk menangani kasus kekerasan itu. 
Padahal, menangani korban kekerasan terhadap perempuan akan berbeda dengan 
korban kejahatan lain pada umumnya. Korban kekeresan terhadap perempuan membutuhkan 
rumah yang aman agar bisa ditangani secara khusus harus dalam bentuk pelayanan secara 
terpadu. Korban kekerasan itu harus didampingi untuk mengobati psikologisnya agar bisa 
terus tegar menjalani hidup selanjutnya. Setelah kejiwaannya stabil,  mereka harus diberikan 
bantuan hukum jika memang membutuhkan. 
Untuk penanganan korban kekerasan pada perempuan, di Polda dan Polwil harus ada 
penanganan khusus, bentuknya seperti rumah aman. Namun, di setiap daerah kota/kabupaten, 
rumah aman itu sudah diperlukan. Tidak bisa hanya mengandalkan di Polda atau Polwil agar 
kasus tersebut bisa lebih tertangani. ''Untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan 
ini, memang memerlukan political will dari pemerintah. Karena, rumah aman diperlukan 
selama 24 jam, kekerasan yang akan terjadi tidak akan diprediksi waktunya kapan.
30
 
Menurut Velentina, dengan gerakan 16 hari anti kekerasan pada perempuan, maka 
tiga hal bisa direalisasikan, yaitu: (1) dengan kampanye itu masyarakat bisa sadar bahwa 
kekerasan pada perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM dan negara harus 
beratanggung jawab; (2) pemerintah daerah mau lebih konkret membuat perda dan 
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mengalokaiskan dana untuk menanggulangi perempuan korban kekerasan; dan (3) Undnag-
Undang No 23 tahun 2004 itu bisa segera dilaksanakan oleh semua pihak. 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan 
1. Perlindungan Hukum Menurut KUHPidana  
Manusia di kodratkan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, dan 
agar dalam membina hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya tidak 
terjadi konflik, maka manusia memerlukan nilai-nilai atau norma-norma baik hukum 
maupun non hukum. 
Hukum bertujuan membentuk masyarakat yang ideal selain itu bertujuan 
pula memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara merata. 
Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh berisi norma-norma hukum yang 
deskriminatif, yang hanya akan memberikan keuntungan pada sebagian orang. 
Sebab, akibat dari diterapkannya norma hukum yang diskriminatif maka sebagian 
manusia akan mengalami perlakuan yang diskriminatif dan menderita kerugian
31
. 
Hukum adalah hasil pergulatan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan 
mencerminkan standar nilai yang dianut masyarakat pada saat diciptakan. 
Seharusnya kita tidak menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada hukum 
terutama bagi perempuan. Dalam keadaan tertentu hukum telah mengabaikan 
kepentingan perempuan-perempuan yang tidak termasuk di dalam ketegori 
“perempuan baik-baik” dalam arti sebagai isteri atau ibu. 
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Dalam KUH Pidana, sebagian kasus-kasus yang tergolong  kekerasan 
terhadap perempuan memang dapat dijaring dengan pasal-pasal kejahatan, namun 
terbatas pada tindak pidana umum seperti kesusilaan, perkosaan, dan penganiayaan. 
Dalam KUH pidana khususnya dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan 
perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi 
bagian-bagian   tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari 
suatu asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam suatu tarikan nafas 
dengan laki-laki. Dalam rumah tangga suami adalah pelindung dan perempuan harus 
selalu patuh kepada keinginan seksual suaminya. Tidak hanya peraturan khusus 
mengenai penganiayaan dan kekerasan terhadap isteri juga menjadi bukti bahwa hak-
hak perempuan di dalam rumah tangga telah terabaikan dari perbincangan hak-hak 
asasi manusia. 
KUH Pidana kita telah mengatur penganiayaan atuapun tindakan 
kekerasan terhadap isteri sebagai tindak pidana. Bahkan KUH Pidana  menganggap 
tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap isteri dan anggota keluarga lainnya 
merupakan tindakan penganiayaan berat, karena sanksi yang dikenakan lebih berat 
sepertiga dari sanksi bagi perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap orang 
lain. 
Kekerasan terhadap isteri sering terjadi karena isteri sebagai perempuan 
dianggap sebagai milik suami. Pada sementara orang, isteri dianggap sebagai pelayan 
dan pengikut suami, dan karena itu isteri harus menerima segala bentuk perlakuan 
suami dengan suka rela, menjadi sasaran emosi dalam bentuk pemukulan ataupun 
bentuk penganiayaan lainnya. 
Dengan menganggap bahwa kekerasan terhadap isteri merupakan suatu 
kejahatan umum dan bukan kejahatan yang sifatnya khusus, maka dengan demikian, 
KUH Pidana tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis jender karena 
sesungguhnya ada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis 
kelamin seseorang yaitu perempuan. Akibatnya perempuan tidak terlindungi dari 
jenis kekerasan ini. 
Pembahasan hukum yang berpihak pada kelompok rentan rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan 
dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembahruan hukum tersebut diperlukan karena UU. yang ada belum memadai dan 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, 
diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena UU yang ada belum memadai dan 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, 
diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara 
tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP 
telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang 
perlu diberikan nafkah dan kehidupan 
2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Diberlakukannya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, maka undang-undang ini secara tegas, jelas melindungi dan 
berpihak kepada korban-korban tindak kekerasan serta sekaligus memberikan 
pendidikan kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak pidana merupakan 
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Perlidungan terhadap korban kekerasan 
diatur pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 38. Pada Pasal 16 UU. No. 23 Tahun 2004 
dijelaskan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi wajib 
segera memberikan perlindungan sementara bagi korban. Perlindungan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak 
korban diterima atau ditangani, kemudian dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada 




Pemberian perlindungan sementara oleh kepolisian, dapat dilakukan 
bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, tenaga pendamping, dan/atau 
pembing rohani untuk mendampingi korban. Pemberian perlindungan yang dimaksud 
dalam Pasal 16 tersebut tidak berarti harus melibatkan tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, tenaga pendamping, dan/atau pembing rohani secara bersama-sama, tetapi 
tergantung kepada keadaan korban apakah membutuhkan perlindungan dari 
semuanya secara bersama-sama atau bantuan dari pihak tertentu saja. 
Adapun tugas tenaga kesehatan dalam pemberian perlindungan terhadap 
korban adalah memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan 
membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum 
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atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki 
kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti (Pasal 21).
33
 
Tugas pekerja sosial dalam pemberian perlindungan terhadap korban 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 antara lain: 1) harus melakukan konseling 
untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; 2) memberikan 
informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian 
dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 3) mengantarkan korban ke 
rumah aman atau tempat tinggal alternative; serta 4) melakukan koordinasi yang 
terpadu dalam memberikan layanan kerpada korban dengan pihak kepolisian, dinas 
sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Pelayanan pekerja sosial 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, 
pemerintah daerah atau masyarakat. 
Sedangkan tugas relawan pendamping dalam pemberian perlindungan 
terhadap korban dapat berupa: 1) menginformasikan kepada korban akan haknya 
untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; 2) mendampingi 
korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan 
dengan membimbing korban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan 
kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; 3) mendengarkan secara empati 
segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh 
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Selain beberapa perlindungan yang disebutkan di atas, menurut Pasal 24 
bahwa pembimbing rohani juga harus memberikan penjelasan mengenai hak, 
kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Sementara 
Pasal 25 disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, 
advokat wajib: 1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi 
mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; 2) mendampingi korban di tingkat 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu 
korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya; atau 3) melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum, relawan 




3. Upaya Pemulihan Bagi Korban 
Sejak peristiwa kekerasan yang dialami dalam keluarga dan mulai 
diceritakan “keluar” oleh korban, maka sebagai sahabat atau kerabat dapatlah 
menjadi pendengar yang aktif dan bersedia mempercayai atas apa yang terjadi untuk 
kemudian membantu korban keluar dari situasi yang dialaminya. Mengenai 
pemulihan korban, diatur pada Pasal 39 sampai Pasal 42. Pasal 39 menyebutkan 
bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari 
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani. 
Tugas tenaga kesehatan dalam upaya pemulihan korban adalah memeriksa 
korban sesuai standar profesinya. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga 
kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban (Pasal 40). Selain 
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tenaga kesehatan, pemulihan korban juga melibatkan pekerja sosial, relawan 
pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang masing-masing berkewajiban 
memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk 
menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban (Pasal 41). Dalam rangka 
pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, tenaga sosial, relawan pendamping, 


























Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini mencakup jenis penelitian, 
lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tangga 19 Juni 
sampai 19 Juli 2010 di Kota Makassar dengan fokus pada LBH-APIK. Pemilihan Kota 
Makassar didasarkan kepada pertimbangan bahwa daerah ini merupakan pusat ibu kota, 
di mana pertambahan penduduknya semakin pesat dan tidak terkendali yang tentu saja 
menimbulkan berbagai masalah. Salah satu diantaranya semaikn meningkatnya 
kekerasan yang terjadi dalam lingkup domestik. Lembaga yang khusus menangani 
masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah LBH-APIK.  
Penentuan lokasi ini cukup tepat jika dihubungkan dengan pandangan Moleong 
(1994) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh adalah dengan cara mempertimbangkan 
teori substansif, yaitu pergi untuk menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat 
kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan, dengan senantiasa 
mempertimbangkan faktor geografi, waktu, biaya, dan tenaga. 
B. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mengungkapkan, mengurai, 
dan menganalisis tentang upaya perlindungan hukum terhadap isteri korban tindak 
kekerasan dalam rumah tangga menurut UU. No. 23 Tahun 2004. 
 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, akan digunkan data sebagai berikut : 
1. Data primer, yaitu penelitian lapangan (field research) empiris yang diperoleh 
langsung, baik dari hasil pengamatan (observasi), ataupun wawancara (interview) 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) 
yang relevan dengan hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Sumber data 
sekunder, diharapkan diperoleh dari : 
a. Dokumentasi perpustakaan perguruan tinggi di Makassar 
b. Literatur koleksi pribadi atau koleksi yang diperjual-belikan 
c. Berita-berita baik dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan 
objek yang penulis teliti. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, 
peneliti mempergunakan instrumen pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara (interview), yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data 
atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau sumber 
informasi sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa jumlah kekerasan dalam rumah 
tangga serta data yang bersifat teoretis, melalui literatur seperti buku, jurnal hukum, 




E. Metode Pendekatan  
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Pendekatan normatif-empiris, yaitu penelahan sejumlah bahan-bahan hukum primer, 
sekunder dan tertier, berupa norma/kaidah dasar atau peraturan-peraturan lainnya 
yang berlaku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, hukum, kamus hukum, 
inseklopedia, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya.
37
  
2. Pendekatan hermeneutika (interpretasi) juga digunakan sebagai metode pendukung 
dalam penelitian ini guna memberi respon artikulatif terhadap dinamika perlindungan 
hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan  dalam  rumah  tangga berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 
F. Populasi dan Sampel 
1. Populasi. 
Populasi adalah semua obyek yang menjadi lingkup atau sasaran penelitian. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para pengurus Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Makassar sebanyak 7 
orang serta semua isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang 
ditangani LBH-APIK Makassar sebanyak 19 orang.  
2. Sampel 
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Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati.
38
 
Sebagai wakil dari populasi, sampel harus benar-benar representatif. Menurut Mantra 
dan Kasto bahwa “ada empat faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 
sampel penelitian yaitu derajat keragaman populasi, presisi yang dikehendaki, 
rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu”.39 Atas dasar itulah besarnya sampel harus 
diambil. Tentang besarnya ukuran sampel penelitian tidak terdapat suatu aturan yang 
tegas. Sampel yang kecil lebih sedikit memerlukan biaya, mudah diolah akan tetapi 
mempunyai kesalahan sampling yang lebih besar sehingga kekuatan generalisasinya 
lebih kecil. Sebaliknya sampel yang besar apalgi besar sekali, sukar dikendalikan, 
biayanya tinggi dan pengumpulan data serta pengolahannya relatif lama, akan tetapi 
generalisasinya cukup kuat. 
Secara teknis, besarnya sampel bergantung pada ketetapan yang diinginkan 
peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu. Tidak 
ada satu kaedah pun yang dapat dipakai untuk menetapkan besarnya sampel. 
“pemecahan terbaik terhadap masalah besarnya sampel ini adalah dengan 
menggunakan sampel yang sebesar mungkin”.40  
Sampel yang lebih besar akan mempunyai kemungkinan lebih banyak 
untuk menjadi contoh yang representatif bagi populasi. Dengan sampel yang besar 
data menjadi akurat dan lebih tepat. “untuk pedoman umum, bila populasi cukup 
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homogen, terdapat populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50% 
dan di atas 1000 sebesar 15%”.41  
Bertolak pada pandangan di atas, maka untuk mendapatkan data yang 
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, dengan menyadari bahwa populasi atau 
obyek penelitian sangat terbatas jumlahnya, maka sampel diambil secara keseluruhan 
yang biasa disebut penelitian populasi (total sampling).  
G. Teknik Analisis Data 
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindakan 
kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, faktor-faktor yang menjadi pendorong 
terjadinya tindakan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, dampak yang 
ditimbulkan oleh terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga, serta 










                                                          
41
 Surakhmat Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah ( Bandung: Tarsito, 1982), h, 62  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga 
1. Kekerasan fisik. 
Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik 
dan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi istri. Bentuknya dapat muncul dari 
tingkatan yang cukup ringan seperti pemukulan hingga penganiayaan berat yang 
berujung kepada kematian. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu 
tindakan yang dikenakan kepada setiap anggota keluarga yang membuat korban 
mengalami kerugian fisik, mental maupun emosional. 
Kekerasan fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan 
bentuk kekerasan yang dialami oleh semua korban dalam penelitian ini. Dari 
beberapa kasus  yang diteliti menunjukkan bahwa tindakan kekerasan fisik yang 
dominan terjadi adalah pemukulan. 
Bentuk kekerasan fisik lainnya adalah menampar dan menendang. Bentuk 
kekerasan fisik ini biasanya meninggalkan bekas yang nampak nyata. Penyiksaan 
yang dilakukan oleh suami Sebut saja Putri misalnya, disebabkan karena suami 
merasa cemburu. Semenjak setahun berjalan Putri menikah dengan Budi, Putri selalu 
disiksa dan apabila ia tidak tahan dengan perlakuan suaminya maka Putri pergi 
meninggalkan rumah, tapi suaminya tidak mau menyerah dan menjemput kembali 
 
isterinya, dan pada sutau saat ketika isterinya berada di rumah, maka Budi kemudian 
menyiksa Putri hingga babak belur.
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Kekerasan fisik yang sama juga dialami oleh sebut saja Yuli (korban) 
seperti diungkapkan bahwa “suami saya suka main judi dan minum-minuman keras. 
Bila ia kalah judi, ia akan mengamuk dan memukul saya hingga wajah saya 
membengkak dan membiru. Saya tidak tahu apa kesalahan saya”. 
Menurut Yuli  (korban), suaminya sering kali pulang dalam keadaan 
mabuk. Dan setelah pernikahannya memasuki usia 3 tahun barulah ia tahu bahwa 
suaminya sudah menikah lagi. Karena tidak tahan dengan perlakuan suminya, 
akhirnya iapun mengajukan gugatan perceraian.
43
 
2. Kekerasan Psikis 
Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan domestik yang 
dapat mengakibatkan menurunnya harga diri seseorang. Kekerasan ini dapat berupa 
caci maki, mengeluarkan kata- kata kasar, sampai pada ancaman untuk diceraikan 
atau dibunuh. 
Caci maki dan ancaman untuk dibunuh dialami oleh sebut saja Lisa  
(korban). Ia mengatakan bahwa “suaminya tidak segan-segan mencaci maki di depan 
umum dan pernah mengancam di depan umum dengan senjata tajam sehingga Lisa 
meminta perlindungan pihak kepolisian, lalu polisi mengusir suaminya
44
. 
Hal yang sama juga pernah dialami Sebut saja  Nala (korban). Suaminya 
sering mencaci maki, serta menghina Nala, tanpa memperdulikan omongan tetangga 
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yang melihatnya. Sehingga Nala merasa malu keluar rumah dan memilih berdiam 
diri di rumah dari pada menjadi bahan gosip ibu-ibu tetangganya.
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3. Kekerasan Ekonomi 
Kekerasan ekonomi dapat berbentuk suami mengontrol hak keuangan 
Isteri, memaksa atau melarang Isteri bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarga 
serta tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang Isteri. 
Selain kekerasan fisik, menurut sebut saja Putri (korban), bentuk kekerasan 
ekonomi yang dialaminya adalah suami tidak bertanggung jawab memenuhi 
kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga. Suami Putri tidak bekarja dan 
hanya tinggal di rumah. Suami Putrei sering meminta uang hasil kerja Putri untuk 
mabuk- mabukan, dan bila tidak diberi ia akan menganiaya Putri.
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Hal yang sama juga terjadi pada diri Suryati (korban). Suaminya tidak 
pernah memberi nafkah kepada Suryati, sehingga terpaksa ia yang bekerja 
menghidupi anak-anaknya. Suami Suryati bahkan pergi meninggalkan Suryati tanpa 
alasan yang jelas bahkan pernah dipenjara selama 3 tahun. Selama dalam penjara  
Suryati yang bekerja menghidupi keluarganya. 
4. Kekerasan seksual 
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual 
terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa 
memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan 
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seksual bagi perempuan bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik 
belaka. 
Korban kekerasan seksual dapat berbentuk hubungan seksual dengan 
paksa, ancaman, dan di bawah pengaruh minuman keras. Seperti yang terjadi pada 
diri sebut saja Mawar (korban) seperti dikemukakan sebagai berikut: 
“Sering sekali suami saya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan 
mengajak saya untuk melakukan hubungan. Bila saya menolaknya ia akan 
mendorong saya ke tempat tidur dan melakukannya tanpa memperdulikan 
perasaan saya. Ia merasa sudah memberikan kepuasan kepada saya”.47 
Pada kasus-kasus yang diteliti, kekerasan seksual terjadi dalam perkawinan 
karena seks dianggap sebagai hak laki-laki dan isteri tidak mempunyai hak untuk 
menolak. 
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga 
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap korban, dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri 
secara garis besarnya terdiri dari faktor keluarga, minuman keras, pergaulan dan faktor 
ekonomi. 
1. Faktor keluarga 
Pada masyarakat Makassar, sosialisasi kekerasan dapat dilihat 
kaitannya dengan pola pengasuhan anak, yaitu tidak dibenarkan memukul anak 
apalagi menempeleng. Mereka beranggapan bahwa anak yang dibesarkan 
dengan pola kekerasan akan kurang peka apabila menajdi dewasa karena sudah 
terbiasa dengan perlakuan kasar. Dia tidak akan tersinggung apabila seseorang 
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mempermalukan dia. Selain itu ia tidak akan takut kepada siapapun termasuk 
kedua orang tuanya. 
Pengaruh keturunan (tidak dapat melahirkan anak) dapat 
menimbulkan kekerasan terhadap isteri. Pada umumnya orang yang sudah 
menikah menginginkan keturunan, hal ini yang dialami Dahmina, dilema 
keluarga yang disebabkan karena tidak memepunyai anak, mengakibatkan 
suaminya sering marah-marah dan mencari-cari kesalahan isteri dan kadang-
kadang dapat dijadikan sebagai alasan bagi suami untuk menikah lagi. 
Hal ini dialami oleh Dahmina yang sering mendapat perlakuan kasar 
dari suaminya karena belum dikaruniahi anak. Akibat seringnya mendapat 
perlakuan kasar dari suaminya, Dahmina mengizinkan suaminya menikah lagi. 
Tindakan kekerasan terhadap istri biasa juga terjadi karena adanya campur 
tangan pihak ketiga, baik dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan maupun 
kehadiran pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah keluarga, seperti halnya 
yang dialami oleh St. Nuraini, ia diceraikan oleh suaminya karena mertuanya 
tidak menyukainya. Campur tangan keluarga biasanya menyebabkan seorang 
suami melakukan kekerasan pada isterinya karena lebih memilih orang tuanya 
dari pada isterinya. 
2. Pengaruh minuman keras 
Orang yang dalam keadaan mabuk cenderung berperilaku tidak 
terkontrol. Hal ini disebabkan karena sistem syaraf yang melemah akibat 
pengaruh alkohol. Dalam kasus yang diteliti ada korban yang suaminya 
pemabuk. Astuti misalnya, mengaku suaminya sering pulang dalam keadaan 
mabuk akibat minum keras. Dalam keadaan seperti itu suaminya kadang 
memukulinya di luar kesadarannya. 
3. Faktor pergaulan 
Perselingkuhan suami dengan perempuan lain secara tidak langsung 
menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
Perempuan teman selingkuh dalam masyarakat sering diistilahkan sebagai 
wanita idaman lain (WIL). 
Perempuan yang suaminya memiliki hubungan asmara dengan 
perempuan lain mengalami trauma psikologis karena dua faktor yaitu: (a) dia 
merasa tidak dicintai lagi dan posisinya diambil alih oleh orang lain; dan (b) 
suami menjadi berubah, yang menunjukkan adanya sesuatu yang kurang pada 
dirinya sebagai pasangan, yang melihat dirinya sebagai wanita yang sudah 
tidak menarik lagi. Ada kemungkinan  suami melakukan perselingkuhan 
karena merasa lebih mempunyai harga diri di depan wanita lain dibandingkan 
terhadap isterinya. Di depan wanita lain, suami dapat menunjukkan 
kewibawaan maskulinitasnya, sebagai laki-laki ia mempunyai uang untuk 
dipergunakan bersama dengan wanita idaman lain, meskipun pada 
kenyataannya uang yang digunakan adalah hasil keringat isterinya. 
4. Faktor ekonomi 
Faktor ekonomi sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan 
terhadap isteri apabila isteri tidak bekerja, karena mereka menggantungkan 
hidupnya pada suami sebagai orang yang dominan, laki-laki juga 
menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari ketakutan ini, 
sehingga perempuan selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan 
(lemah). 
Mengenai kuantitas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
KDART  khususnya yang ditangani oleh LBH-APIK  Makassar  selama tahun 2008 
sampai dengan awal Juli tahun 2010 dapat ditunjukkan sebagai berikut 
      Kasus Tindak Pidana Kekerasdan Dalam Rumah Tangga  yang ditangani LBH –
APIK Makassar selama Tahun 2008 sampai Bulan Maret Tahun 2010 
 
Tabel 1 
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KDRT  :  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 
 
C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Sebagai Korban Tindak Kekerasan 
dalam Rumah Tangga 
Tindak kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak yang cukup besar karena 
dapat menyebabkan perempuan/istri berada dalam keadaan yang menyakitkan (misalnya 
tidak tenang, kehilangan kepercayaan terhadap suami, hilang rasa percaya diri, pendiam, 
tremor), trauma (baik secara seksual, pisik maupun psikis). 
Selain dampak secara pisik dan psikis tersebut di atas, hal ini juga dapat berdampak 
terhadap istri dan anak secara ekonomi, di mana perhatian suami terhadap istri dan anak 
sudah berkurang (terlebih lagi jika kekerasan tersebut berujung pada perceraian), dan masih 
banyak akibat lainnya. 
Secara fisik kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan istri menderita 
penyakit tertentu, kerusakan organ reproduksi dan bahkan penyakit menular seksual. Selain 
itu, kekerasan dalam rumah tangga juga akan berdampak terhadap anak-anak, baik langsung 
maupun tidak langsung. Anak laki-laki yang sudah terbiasa melihat ayahnya melakukan 
kekerasan terhadap ibunya cenderung akan menganggap perilaku kekerasan tersebut sebagai 
KDR
T       Perceraian   nafkah 
anak 
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kewarisan Dll Total 







1 1 - 7 2 3 5 1 1 - 21 
suatu hal yang wajar. Besar kemungkinan anak tersebut kelak akan meniru dan menerapkan 
perilaku tersebut terhadap pasangannya. 
Sedangkan terhadap anak perempuan, seringkali akan timbul rasa takut terhadap 
pigur ayah, benci kepada laki-laki ataupun trauma pada lembaga perkawinan. Karena 
besarnya dampak kekerasan dalam rumah tangga ini, maka harus dipikirkan dan dicarikan 
secara serius jalan keluarnya, baik oleh suami, istri, keluarga, masyarakat, maupun oleh 
lembaga-lembaga terkait lainnya. 
Pertanyaan yang kemudian muncul, adalah mengapa kekerasan dalam rumah tangga 
jarang terungkap?. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ketua LBH-APIK, 
mengemukakan beberapa faktor yang meneyebabkan sehingga kekerasan dalam rumah 
tangga jarang terungkap, antara lain: 
1. Dalam hampir semua budaya, selalu diajarkan agar perempuan merahasiakan 
persoalan keluarganya dari orang lain karena dianggap sangat aib jika rahasia 
keluarga sampai bocor. Itulah sebabnya sehingga walaupun seorang istri mengalami 
kekerasan, dia cenderung menyembunyikan persoalannya dan memilih bersikap 
diam. 
2. Budaya juga menanamkan keyakinan bahwa istri adalah hak milik suami. Mahar 
(mas kawin) dianggap oleh pihak laki-laki sebagai harga untuk membeli 
perempuan, dan hal inilah yang dijadikan sebagai alas an untuk menjustifikasi 
keyakinan itu setelah terjadi pernikahan, maka perempuan tersebut dianggap 
telah dibeli dan karenanya dianggap wajar jika laki-laki boleh melakukan 
kekerasan terhadap perempuan tersebut. 
3. Istri takut mendapatkan ancaman atau penyiksaan yang lebih berat jika dia 
meninggalkan rumah atau menceritakan kasusnya kepada orang lain, terlebih lagi 
jika melaporkannya kepada polisi. 
4. Istri biasanya masih “mencintai” pelaku kekerasan (suaminya) dan selalu 
berharap agar kekerasan yang dilakukan suami hanyalah merupakan kekhilafan 
sesaat yang tidak akan dilakukannya lagi dalam keadaan normal. 
5. Istri biasanya tidak tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Jika mereka 
tidak tahan lagi menanggung beban yang dideritanya, mereka lebih memilih jalan 
cerai, disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah intern keluarga, 
sehingga aparat desa sekalipun seringkali tidak dapat berbuat apa-apa guna 
membantu si istri korban kekerasan tersebut. 
b. Polisi sebagai aparat penegak hukum, biasanya menyarankan kepada istri 
yang melaporkan suaminya untuk kembali pulang dan bermusyawarah lagi 
dengan suaminya. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap masalah 




Kekerasan terhadap isteri yang sering terjadi dalam rumah tangga di Kota Makassar 
dewasa ini, memerlukan perhatian sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap 
isteri dari tindakan kekerasan. Upaya perlindungan biasanya dilakukan oleh lembaga-
lembaga masyarakat (LSM) yang khusus bergerak di bidang pemberdayaan perempuan 
misalnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-
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APIK) Makassar. Lembaga inilah yang paling banyak menangani kasus kekerasan terhadap 
isteri dengan proses hukum di pengadilan. 
Selain cara penyelesaian dengan jalur hukum (litigasi), cara yang biasa ditempuh istri 
adalah jalur mediasi (non-litigasi) sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebut saja Bunga 
yang juga warga kota Makassar bahwa: 
“Saya pernah menempuh jalur damai yang melibatkan tokoh-tokoh 
masyarakat dan tokoh agama dalam menyelesaikan kasusnya dan hal itu 
berhasil, namun selang beberapa bulan kemudian (+ 2 bulan) suami saya 
kembali melakukan kekerasan yang sama sehingga saya akhirnya menempuh 
jalur hukum”49. 
Tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kuat berperan dalam 
mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan kasus-kasus 
kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam ranah domestik dan publik diselesaikan 
sesuai dengan cara mediasi (non litigasi). Proses penyelesaian dilakukan oleh tokoh 
masyarakat dan tokoh agama dengan memberikan perlindungan terhadap isteri yang 
meninggalkan rumah mencari tempat yang aman dari siksaan suaminya. Tokoh masyarakat 
dan tokoh agama atau pihak keluarga yang dipercaya, biasanya menyediakan rumahnya 
untuk ditempati isteri yang meninggalkan suaminya, sementara suami yang melakukan tindak 
kekerasan dinasehati dan diberikan pengertian untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa 
membahayakan isteri dan keluarganya. Apabila isterinya sudah merasa aman dan 
keluarganya bisa menyelesaikan, maka isteri bisa kembali ke rumah bersama suaminya. 
Penyelesaian semacam ini merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang 
dilakukan terhadap isteri sebagai korban kekerasan. 
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Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh perempuan (istri) yang mengalami 
kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak lain 
atau pihak berwajib serta adanya anggapan bahwa perempuan dianggap isteri yang tidak baik 
apabila tidak mau menerima perlakuan suaminya, apalagi sampai membuka aib keluarganya 
sendiri. Perempuan selalu diposisikan untuk selalu tunduk terhdap laki-laki atau suami karena 
dianggap bahwa laki-laki adalah penguasa (pemimpin) atas perempuan. Di dalam berumah 
tangga, keharusan isteri untuk patuh dan taat pada pengaturan dan perintah suami didasarkan 
pada anggapan bahwa suami telah membelinya dengan mas kawin, yang telah ditentukan 
jumlahnya oleh keluarga perempuan. 
Kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban 
kekerasan adalah bilamana upaya pendekatan secara kekeluargaan tidak bisa ditempuh maka 
seorang suami yang melakukan kekerasan dan dinyatakan melanggar hukum sebagai aturan 
yang menyangkut masyarakat, maka proses penyelesaiannya bisa diserahkan pada penegak 
hukum untuk menuntut tindakan pelnggaran yang dilakukannya. Apabila aparat setempat 
tidak bisa memutuskan maka akan dikembalikan kepada isteri untuk mencari penyelesaian 
agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi. 
Biasanya isteri yang merasa sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah 
tangganya, kemudian menggugat suaminya di Pengadilan Agama dengan gugatan cerai. 
Penyelesaian seperti ini banyak yang ditempuh untuk mengakhiri dilema rumah tangga yang 
mereka alami. 
Upaya mencari perlindungan hukum melalui lembaga kepolisian bila ada kasus yang 
sangat membahayakan biasanya ditempuh juga oleh korban. Upaya perlindungan hukum 
terhadap masalah-masalah rumah tangga juga banyak dilakukan dengan cara melaksanakan 
penyuluhan hukum dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan seperti 
UU perkawinan, dan sumber-sumber hukum lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam 
membantu korban.  
Dengan dikeluarkannya UU. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat membawa angin segar bagi kaum 
perempuan yang diintimidasi oleh suaminya dan memberikan perlindungan hukum terhadap 





















Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk kekerasan yang biasa dialami oleh istri dalam rumah tangga antara lain : 
a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan ekonomi; dan d) kekerasan 
seksual. 
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga 
antara lain: a) faktor kebiasaan memperlihatkan kebiasaan buruk (praktik 
kekerasan di depan anak) yang menjadi contoh ketika anak tersebut berkeluarga; 
b) faktor minuman keras; c) pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak 
proporsional; d) faktor ekonomi; e) faktor adanya campur tangan pihak ketiga; f) 
serta faktor  istri tidak dapat memberikan anak/keturunan. 
3. Upaya perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban tindak kekerasan 
dalam rumah tangga, antara lain dengan cara mediasi yang melibatkan tokoh 
masyarakat, tokoh agama serta pihak keluarga dari kedua belah pihak dan jalur 
hukum (litigasi) yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai 
pendamping dalam proses penyelesaian di Pengadilan negeri dan Pengadilan 




Bertolak pada kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Hendaknya para istri yang menjadi korban, menempatkan masalah ini sebagai 
masalah serius dan harus dihadapi dengan penuh kesabaran. 
2. Para istri juga hendaknya memberdayakan dirinya untuk melakukan pengamanan 
bila keadaan mendesan, misalnya menyimpan uang seadanya, menelpon anggota 
keluarga atau aparat jika keadaan tersebut sering terjadi. 
3. Keterlibatan polisi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga 
janganlah menyuruh korban pulang ke rumah dengan alasan bahwa masalah ini 
adalah masalah intern keluarga sehingga harus diselesaikan sendiri, tanpa ada 
jaminan keamanan. 
4. Agar pemerintah menyediakan tempat pelayanan perlindungan bagi korban yang 
bersedia menampung korban dan anak-anaknya untuk sementara waktu. 
Perlindungan secara konsisten harus diutamakan agar korban benar-benar dapat 
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